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ABSTRAK
Strategi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) melalui
Katalog Elektronik pada Kementerian Koperasi
Rachmawati Yuslina, Neneng Sri Rahayu, Mala Sondang Silitonga
rachmawati.yuslina@gmail.com
Politeknik STTA LAN Jakarta

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian penting dalam pengelolaan
keuangan negara yang menuntut transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan e-procurement
melalui katalog elektronik (e-katalog) di Kementerian Koperasi, yang ditunjukkan
oleh keterbatasan jumlah produk tayang, belum tersedia seluruh barang yang
dibutuhkan, harga yang tidak selalu menunjukkan harga termurah, serta kendala
teknis dan administratif dalam proses e-purchasing. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum optimalnya penerapan
e-procurement serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan
efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan
studi literatur terhadap pelaksanaan e-katalog. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan kerangka Technology—Organization—Environment (TOE) dan
analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor teknologi
(kompleksitas sistem dan infrastruktur TI), organisasi (kompetensi SDM), serta
lingkungan (regulasi dan koordinasi antarinstansi) menjadi faktor dominan yang
mempengaruhi pelaksanaan e-katalog. Rekomendasi penelitian ini menekankan
perlunya penguatan kapasitas SDM pengadaan, pengembangan sistem katalog
elektronik berbasis data real-time, dan peningkatan koordinasi antarunit kerja serta
penyedia untuk mendukung prinsip good governance dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Kata Kunci: Strategi; E-Procurement; E-Katalog.
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ABSTRACT
Strategy for Electronic Procurement of Goods/Services through Electronic
Catalogues at the Ministry of Cooperatives
Rachmawati Yuslina, Neneng Sri Rahayu, Mala Sondang Silitonga

rachmawati.yuslina@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Government procurement of goods and services is an important part of state
financial management that requires transparency, efficiency, and accountability.
This study was motivated by the suboptimal implementation of e-procurement
through electronic catalogs (e-catalogs) at the Ministry of Cooperatives, as
evidenced by the limited number of products on display, the unavailability of all
necessary goods, prices that do not always reflect the lowest prices, and technical
and administrative obstacles in the e-purchasing process. The purpose of this study
is to identify the factors causing the suboptimal implementation of e-procurement
and to formulate appropriate strategies to improve its effectiveness. The research
method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques
through in-depth interviews, observation, and literature study on the
implementation of e-catalog. Data analysis was conducted using the Technology—
Organization—Environment (TOE) framework and SWOT analysis. The results of
the study show that technological factors (system complexity and IT infrastructure),
organizational factors (human resource competencies), and environmental factors
(regulations and inter-agency coordination) are the dominant factors influencing
the implementation of e-catalogues. The recommendations of this study emphasize
the need to strengthen the capacity of procurement human resources, develop a
real-time data-based electronic catalog system, and improve coordination between
work units and providers to support the principle of good governance in
government procurement of goods and services.

Keywords: Strategy; E-Procurement; E-Catalogue.
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BAB I
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manajemen keuangan merupakan bagian penting dari administrasi publik di
Indonesia. Dalam hal ini karena pengelolaan keuangan yang baik dalam sebuah
institusi pemerintah sangat diperlukan untuk dapat memastikan transparansi,
efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik (Bastian, 2013).
Pengelolaan keuangan yang baik dalam administrasi publik mencakup beberapa
aspek, seperti perencanaan keuangan, penganggaran, pelaporan keuangan,
pengendalian intern, dan evaluasi kinerja keuangan. Terlepas dari itu, penting juga
untuk mencatat bahwa pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berfokus pada
aspek teknis seperti perencanaan dan pelaporan keuangan, tetapi juga pada aspek
governance yang melibatkan nilai-nilai kepublikan seperti akuntabilitas,
transparansi, dan responsibilitas (Natalia, 2022).

Pengadaan Barang/Jasa adalah bagian dari pengelolaan keuangan negara,
sehingga diperlukan harmonisasi dalam tata kelola (Good Governance) dan dalam
pertanggung jawabannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan
aspirasi dan harapan bangsa Indonesia. Secara umum, Good Governance merujuk
pada konsep yang mengedepankan proses pengambilan keputusan dan
penerapannya yang dapat dipertanggungjawabkan bersama (Hidayah, 2023).
Menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Peruabahan Kedua Atas
Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah, kebijakan pengadaan barang dan jasa antara lain; “(1) meningkatkan
kualitas perencanaan Pengadaan Brang/ Jasa; (2) melaksanakan Pengadaan Barang/
Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; (3) memperkuat kapasitas
kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa; (4)
mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/ Jasa; (5)
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; (6)

mendorong penggunaan Barang/ Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;



(7) memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha
menengah; (8) mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serrta
memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/ hasil Penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (9) melaksanaan
Pengadaan Berkelanjutan (Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2025).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bisa dikatakan sebagai sebuah aktivitas
pemerintah yang paling rawan terhadap adanya kasus korupsi. Terlebih lagi
disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, bahwa “setiap
instansi pemerintah dapat melakukan pengadaan barang/jasa secara langsung
dengan sistem konvensional” (Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun
2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2003).
Hal tersebut, mengharuskan adanya hubungan langsung dan pertemuan temu muka
antara panitia pengadaan dengan penyedia jasa. Dalam pelaksanaannya, sistem
tersebut berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan, sehingga membuka
peluang terjadinya korupsi dalam skala kecil maupun besar bahkan secara terbuka.

Berbagai penyimpangan yang dapat ditimbulkan bersifat administratif dan
berkaitan dengan anggaran, seperti korupsi, kolusi, serta markup anggaran, yang
pada akhirnya merugikan keuangan negara maupun daerah. Selain itu, metode
pengadaan konvensional memerlukan waktu yang lama, sehingga dianggap tidak
efisien dalam hal waktu dan biaya. Kurangnya transparansi informasi serta
persaingan yang tidak sehat juga berdampak pada kualitas pengadaan,
menyebabkan eksklusi terhadap pemasok potensial, serta memberikan keuntungan
khusus bagi pemasok tertentu (Syafika, 2021). Adanya berbagai penyimpangan dan
efisiensi belanja negara serta persaingan sehat melalui pengadaan barang/jasa
pemerintah yang belum sepenuhnya terwujud tidak sesuai dengan prinsip good
governance and clean government. Padahal, prinsip-prinsip dalam good
governance and clean government yaitu partisipasi, penegakan hukum,

transparansi, daya tanggap, berorientasi pada kepakatan, kesetaraan, efektivitas dan



efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis dalam praktek penyelenggaraan negara,
sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Deli Bunga Saravistha, Aden
Sutiapermana, Hardi Fardiansyah et al., 2022). Tata pemerintahan yang baik dan
bersih (good governance and clean government) mencakup seluruh aspek yang
berkaitan dengan mekanisme pengawasan serta pengendalian terhadap kekuasaan
yang dijalankan oleh pemerintah, baik melalui lembaga formal maupun informal.
Untuk mewujudkan prinsip good governance and clean government, pemerintah
perlu menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara
optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan,
efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa
menjadi solusi dalam perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara untuk
membangun sistem daring yang menghubungkan penyedia barang/jasa dengan
pemerintah (government to business) dan masyarakat dengan pemerintah (citizen to
government). Salah satu penerapannya yaitu pengadaan barang dan jasa secara
elektronik atau biasa dikenal dengan e-procurement. Sejalan dengan hal ini, pada
tahun 2010, Presiden Indonesia menetapkan secara tegas dalam Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan
secara elektronik atau e-procurement, yang mana saat ini peraturan tersebut telah
dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran No. 17/KA/02/2012 yang
mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Penyelenggaraan pengadaan Barang/ Jasa dilakukan secara elektronik

menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara



Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung, serta memanfaatkan E-marketplace
(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, 2018). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya
penyelenggaraan e-Government dalam pengelolaan keuangan negara guna
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and
clean government). E-Procurement berperan dalam mewujudkan transparansi,
efisiensi, dan efektivitas dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui media
elektronik yang menghubungkan pengguna dengan penyedia. Sistem ini mampu
meningkatkan kualitas layanan kepada instansi pemerintah melalui pendekatan
pengadaan yang lebih terpadu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 mengenai
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih
Periode 2024-2029. Kementerian Koperasi dan UKM mengalami restrukturisasi
menjadi dua entitas, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang
Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode
Tahun 2024-2029, 2024). Sehubungan dengan perubahan nomenklatur ini, berbagai
peraturan pendukung pekerjaan masih mengacu pada regulasi sebelumnya, karena
peraturan terbaru belum diterbitkan, termasuk data yang digunakan dalam
penelitian ini. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dalam pengadaan
barang/jasa, Kementerian Koperasi telah menerapkan sistem pengadaan elektronik
(e-procurement) sejak tahun 2011, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/XI1/2011
tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan
kementerian tersebut. Penerapan e-procurement oleh pemerintah bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa. Keberadaannya
memberikan sejumlah manfaat, antara lain standarisasi proses pengadaan,
peningkatan transparansi serta efisiensi, tersedianya informasi harga satuan yang
lebih jelas, serta mendukung akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan

(Septianingsih, 2022). Selain itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan,



persaingan yang schat, serta keadilan tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa sebagaimana prinsip good governance and clean
government berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Perubahan sistem pengadaan dari metode konvensional ke sistem
elektronik membawa dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan
efektivitas proses pengadaan barang/jasa. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan
efisiensi dalam penggunaan anggaran negara serta transparansi yang lebih baik
dalam setiap tahapan pengadaan. Efektivitas serta efisiensi dalam pengadaan sangat
dipengaruhi oleh mekanisme pemilihan penyedia. Saat ini, pemenuhan kebutuhan
barang dan jasa dapat dilakukan secara elektronik (e-procurement) dengan
memanfaatkan pasar elektronik (e-marketplace) yang disediakan oleh pemerintah.
Infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi yang tersedia memungkinkan
Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah untuk mengakses pengadaan
barang/jasa dengan lebih mudah dan terstruktur.

Bentuk implementasi dari kebijakan ini, pada tahun 2015 Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memperkenalkan metode pembelian
barang dan jasa (E-Purchasing) melalui katalog elektronik (E-Catalogue), toko
daring (online shop), serta pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia yang tepat akan
memastikan bahwa barang/jasa yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan serta dapat
diterima dalam waktu yang ditentukan. Pembelian barang/jasa dilakukan
berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan tersedia dalam jumlah yang
mencukupi di pasar. Katalog elektronik sendiri merupakan sistem informasi
berbasis digital yang berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis, serta harga barang
tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah (Igbal, 2020).

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui katalog
elektronik merupakan pendekatan yang efisien dan hemat biaya. Dengan
memanfaatkan katalog elektronik, organisasi dapat menyederhanakan proses
pengadaan, mengurangi tugas-tugas manual, dan meningkatkan transparansi. Selain
itu, katalog elektronik memungkinkan perbandingan harga dan spesifikasi yang

lebih mudah, memastikan bahwa nilai terbaik untuk uang yang diperoleh. Lebih



lanjut, pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Penerapan sistem e-katalog dalam pengadaan
barang/jasa memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi belanja
negara, percepatan proses pengadaan, serta fleksibilitas bagi pengguna dalam
memilih barang yang dibutuhkan secara langsung melalui platform e-katalog.
Selain itu, sistem ini juga mendorong persaingan usaha yang lebih sehat, karena
setiap penyedia dapat menawarkan harga secara terbuka dan transparan (Diani &
Lubis, 2022). Namun, penerapan e-katalog juga memiliki dampak negatif, seperti
ketidakteraturan dalam penetapan harga barang, terganggunya rantai distribusi,
serta penurunan omzet bagi pelaku usaha di daerah. Dampak terbesar dirasakan
oleh para pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan produk teknologi
informasi (TI), yang mengalami tantangan dalam bersaing di dalam sistem tersebut
(Igbal, 2020).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam
mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, pemerintah berupaya memperkuat implementasi e-
purchasing (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah, 2022). Dalam rangka mendukung hal tersebut, pada tahun 2022 LKPP
menetapkan target peningkatan jumlah produk dalam e-katalog hingga mencapai
1.000.000 (satu juta), dengan fokus utama pada produk dalam negeri. Langkah ini

bertujuan untuk memperluas ketersediaan komoditas, sehingga memudahkan badan



publik dalam memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Sesuai arahan tersebut,
LKPP mengubah prosedur pencantuman barang/jasa dengan menyederhanakan
tahapan tersebut yang sebelumnya 8 tahapan menjadi 2 tahapan saja agar
mempermudah pengusaha UMK yang ingin mencantumkan produknya ke dalam e-
katalog (Karunia & Sukmana, 2022).

Kehadiran e-katalog juga dapat memberikan peluang serta manfaat yang
besar kepada para pelaku UMKM menjadi lebih terlibat, berdaya saing, dan mampu
menawarkan produknya kepada Pemerintah (Putranta, 2022). Dalam e-katalog
LKPP, tidak hanya tersedia barang dan jasa hasil produksi industri besar, tetapi juga
memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku UMKM untuk menawarkan
produknya agar dapat diakses oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Upaya
ini didukung oleh Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri serta Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi melalui E-Purchasing (Surat Edaran Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil,
Dan Koperasi Melalui E-Purchasing, 2023). Di era digital saat ini, penerapan
sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa menjadi aspek penting guna
meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu,
implementasi e-purchasing dan e-katalog memerlukan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur. Keberadaan SOP ini bertujuan untuk
memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara
seragam, transparan, dan efisien.

Dalam penelitian (Ariesta, 2021), SOP pengadaan barang dan jasa melalui
e-katalog diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan secara
elektronik. SOP ini mencakup tugas serta tanggung jawab pihak terkait, sehingga
proses pengadaan dapat berjalan lebih terstruktur dan hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan. Jika SOP diterapkan dengan baik, maka akan memberikan

manfaat yang signifikan dalam memahami serta mengoperasikan aplikasi e-



katalog. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan nilai transaksi dan optimalisasi
penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurut laporan yang dikutip dari Kompas.com, Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023,
nilai transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog mencapai Rp.
196,7 triliun, dengan jumlah produk tayang mencapai 7,5 juta produk (Sari & Ika,
2024). Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh dari target pemerintah yang
diperkirakan sekitar Rp. 500 triliun. Selain belum tercapainya target transaksi
pengadaan melalui e-katalog, terdapat beberapa kendala lain dalam
implementasinya. Salah satunya adalah belum tersedianya seluruh barang dan jasa
yang dibutuhkan dalam katalog elektronik. Selain itu, dalam beberapa kasus, harga
yang ditawarkan melalui e-katalog justru lebih tinggi dibandingkan dengan harga
di luar platform tersebut. Akibatnya, satuan kerja sering kali harus mencari
alternatif lain dalam proses pengadaan, seperti melalui mekanisme tender atau
pengadaan langsung (Lestyowati, 2018). Permasalahan ini hampir terjadi di seluruh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, salah satunya di Kementerian
Koperasi.

Berdasarkan Tabel 1.1 berikut, dapat terlihat bahwa pelaksanaan e-
Purchasing Kementerian Koperasi dan UKM telah mencapai realisasi sebesar
86,24% pada tahun 2024. Persentase ini menunjukkan bahwa kementerian tersebut
memiliki tingkat adopsi yang cukup tinggi dalam penggunaan sistem e-Purchasing
sebagai bagian dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun,
meskipun capaian e-Purchasing Kementerian Koperasi dan UKM tergolong tinggi,
jumlah produk yang tayang di e-Katalog masih relatif terbatas. Hingga tahun 2024,
jumlah produk yang terdaftar dalam e-Katalog hanya sebanyak 2.472 produk. Jika
dibandingkan dengan kementerian lain yang memiliki tingkat capaian e-
Purchasingnya lebih rendah, jumlah produk tayang di e-katalog Kementerian
Koperasi dan UKM relatif lebih rendah. Kesenjangan antara realisasi e-Purchasing

dan jumlah produk dalam e-Katalog ini berdasarkan penelitian awal yang dilakukan



oleh peneliti disebabkan karena terbatasnya jumlah penyedia yang melakukan

pE€nawaran.

Tabel 1. 1
Perbandingan Persentase Capaian Komitmen E-Purchasing Kementerian

Tahun 2024 dan Produk Tayang E-Katalog Kementerian Tahun 2024

Capaian
No. Kementerian Komitmen E- Pr(l);{lll(l;;?zang
Purchasing (%) g
. . o

1 Kemente.rlan Komunikasi dan 79,31% 7 178 Produk
Informatika

2. | Kementerian Koperasi dan UKM 86,24% 2.472 Produk

3. | Kementerian Perindustrian 85,60% 3.419 Produk
Kementerian  Pariwisata  dan 0

4. Ekonomi Kreatif 85,40% 13.852 Produk
Kementerian Desa Pembangunan

5. | Daerah Tertinggal dan 81,34% 4.325 Produk
Transmigrasi

Sumber: (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2024b)
(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2024a), data diolah
peneliti

Jumlah produk tayang di e-katalog Kementerian Koperasi yang relatif
rendah ini berdampak pada beberapa hal, antara lain: (1) kurangnya transparansi
harga barang/jasa dan spesifikasi teknis yang bisa diakses pengguna, serta dapat
memunculkan kecurigaan terhadap potensi monopoli atau pengulangan
penggunaan penyedia yang sama. (2) Proses pemilihan barang/jasa menjadi lebih
lama karena pilihan produk terbatas, sehingga pengguna harus mencari penyedia
dari luar kementerian atau lintas katalog. (3) Ketika pilihan produk minim, terjadi
proses tambahan seperti negosiasi atau klarifikasi yang seharusnya bisa dihindari
dalam sistem e-Procurement. (4) Minimnya kompetisi antar-penyedia dapat
menyebabkan harga tidak kompetitif. (5) Ketika pembelian harus dilakukan pada
penyedia terbatas, ada risiko kesulitan dalam mempertanggungjawabkan keputusan
pembelian jika terjadi audit karena tidak ada perbandingan harga/penyedia

memadai.



Jumlah produk tayang di e-katalog Kementerian Koperasi yang terbatas
turut mempengaruhi ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Kondisi ini
menyebabkan satuan kerja kesulitan menemukan produk yang sesuai kebutuhan,
sehingga berpotensi menurunkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan.
Akibatnya, satuan kerja Kementerian Koperasi sering kali harus mencari alternatif
di luar katalog atau menggunakan metode pengadaan lain yang tidak sepenuhnya
mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan ini juga
dapat menghambat pelibatan pelaku usaha kecil, koperasi, dan UMKM dalam
pengadaan pemerintah karena produk mereka belum terakomodasi secara optimal
di dalam sistem katalog elektronik. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan
perluasan fitur dan jenis barang/jasa dalam e-Katalog untuk memastikan pengadaan
berjalan sesuai prinsip good governance and clean government.

Kesenjangan antara komitmen e-Purchasing dan ketersediaan produk di £-
Katalog tidak hanya menurunkan efisiensi dan kepuasan pengguna, tapi juga
memperlambat tujuan utama e-Procurement dalam menciptakan ekosistem
pengadaan yang terbuka, kompetitif, akuntabel, dan memberdayakan sektor UKM.
Terlebih, Kementerian Koperasi dan UKM menjadi leading sector bagi upaya
penciptaan ekosistem yang kondusif bagi UMKM bagi pelaku UMKM untuk tetap
tumbuh, maju dan berkembang pesat (UKM, 2023). Hal tersebut diperkuat dengan
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2023
tentang Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
sehingga dalam konteks pengadaan barang/jasa, penggunaan teknologi seperti e-
katalog dapat membantu UMKM meningkatkan akses mereka ke pasar,
meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan bisnis mereka. Kemudian,
harga yang tercantum dalam katalog elektronik Kementerian Koperasi tidak selalu
menunjukkan harga yang paling murah, sehingga dapat memengaruhi efisiensi
belanja pemerintah. Tidak adanya harga terbaik ini dapat disebabkan oleh
perbedaan spesifikasi teknis, lokasi pengiriman, atau tidak adanya mekanisme
pembanding harga secara otomatis dalam sistem. Akibatnya, satuan kerja pengguna

harus melakukan verifikasi tambahan untuk memastikan kesesuaian harga dan
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kualitas, yang pada akhirnya memperpanjang waktu pengadaan. Selain itu, kondisi
ini juga dapat mengurangi daya saing antar penyedia, karena tidak semua penyedia
terdorong untuk menawarkan harga kompetitif secara transparan. Oleh karena itu,
dibutuhkan penguatan sistem e-katalog yang mampu menampilkan perbandingan
harga secara lebih akurat dan real-time untuk mendukung prinsip transparansi,
efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Terlebih lagi dalam hal nomenkaltur baru Kementerian Koperasi menjadi leading
sector difokuskan pada penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat,
khususnya di sektor pertanian dan pedesaan, serta meningkatkan peran koperasi
dalam program-program strategis pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
Koperasi kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia dan diharapkan
mampu meningkatkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Nasional. Dengan peran yang semakin berkembang, koperasi berpotensi
memperkuat perekonomian nasional melalui prinsip kebersamaan dan
kesejahteraan bersama. Selain itu, Kementerian Koperasi merancang program
prioritas yang menjadikan koperasi sebagai pemasok utama dalam Program Makan
Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-
anak dan mencegah stunting, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi
rakyat dengan melibatkan koperasi petani, peternak, dan nelayan dalam rantai
pasok pangan.

Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
pemerintah pada Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa “UKPBJ adalah Unit Kerja di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan
Pengadaan Barang/Jasa”. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor
10 Tahun 2021 pada Pasal 1 angka 24 Model Kematangan UKPBJ yang selanjutnya
disingkat MK-UKPBJ, “adalah instrumen pengukuran dalam melaksanakan
pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan
menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya meningkatkan kemampuan UKPBJ
menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa” (Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang
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Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, 2021). Sedangkan pada Pasal 1 angka 25
dijelaskan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut UKPBJ sebagai PKP-BJ “adalah unit kerja yang memiliki
karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu
melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam
penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di
Indonesia” (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI
Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, 2021).

Menurut Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran
Tingkat Kematangan UKPBJ pada BAB III Pasal 3 Kapabilitas UKPBJ
digambarkan melalui 5 (lima) tingkat kematangan sebagai berikut (Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa, 2019):

a. “Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan
dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan
perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ)”.

b. “Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam
proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk
kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif”.

c. “Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi,
penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal
maupun eksternal”.

d. “Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif,
terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi’.

e. “Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah
dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi
panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya”.

Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
dapat terlihat dari Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), dimana hal
tersebut mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator

‘Antara’ dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Pusat Keunggulan Pengadaan
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Barang/Jasa pada KUKM sudah pada level Proaktif menuju Strategis. Dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, Kementerian Koperasi dan
UKM pada tahun 2023 memperoleh skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
sebesar 79,12, pada tahun 2024 mengalami kenaikan dengan skor ITKP 91,58,
dengan rincian perbandingan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Perbandingan Skor ITKP Kementerian Koperasi dan UKM
Tahun 2023-2024

Indikator/Tahun 2023 2024
SIRUP 10,00 9,48
E-Tendering 5,00 4,30
E-Purchasing 0,00 3,92
Toko Daring 1,00 1,00
Non E-Tendering/ Non E-Purchasing 5,00 5,00
E-Kontrak 4,83 4,70
Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 17,73 23,18
Tingkat Kematangan UKPBJ 35,56 40,00
Total Nilai Pembobotan 79,12 91,58
Predikat Baik Sangat Baik

Sumber: (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023-2024)
Berdasarkan Tabel 1.2, Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023
memperoleh skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebesar 79,12, pada tahun
2024 mengalami kenaikan dengan skor ITKP 91,58. Kenaikan predikat baik
menjadi sangat baik pada skor ITKP KUKM disebabkan adanya peningkatan
beberapa indikator seperti peningkatan penggunaan e-purchasing, kualifikasi dan
kompetensi SDM PBJ yang sudah memenuhi kuota dan Tingkat kemangan UKPBJ
sudah sampai pada level proaktif. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) memiliki
peran penting dalam mendukung evaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa pemerintah
sehingga pengadaan tersebut menjadi lebih profesional, efisien, efektif, transparan,
bersaing, adil, dan akuntabel. Indikator dinilai secara menyeluruh dan kompleks
antara lain pemanfaatan sistem pengadaan, baik itu SiRUP, e-Tendering, e-
Purchasing, e-Kontrak, non e-Tendering, maupun non e-Puchasing. Selain itu,
penilaian juga meliputi kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengadaan Barang/Jasa serta tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan
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Barang/Jasa (UKPBJ). LKPP mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah (K/L/Pemda) untuk terus meningkatkan nilai ITKP hingga mencapai nilai

minimal Baik untuk bersama-sama mendorong pengadaan berkualitas dan

berintegritas.
Gambar 1. 1 Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2023
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Berdasarkan Gambar 1.1, indikator e-Purchasing mendapat nilai
pembobotan sebesar 0,00 pada tahun 2023. Hal tersebut karena jumlah paket selesai
dibandingkan jumlah paket aktif untuk e-Purchasing (Katalog Elektronik) dibawah
50%. Penelitian awal yang dilakukan peneliti terkait rendahnya nilai pembobotan
e-Purchasing pada Kementerian Koperasi dan UKM disebabkan karena tidak
tuntasnya proses pengadaan barang/jasa secara e-Purchasing melalui katalog
hingga proses penginputan data E-kontrak pada sistem LPSE pada akun PPK.
Padahal, proses tersebut salah satu usaha untuk dapat meningkatkan nilai indikator
e-Purchasing. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Koperasi dan UKM
harus menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa secara e-Purchasing hingga
proses penginputan data selesai dilakukan, hal tersebut berlaku pada Nomenklatur

terbaru Kementerian Koperasi.
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Gambar 1. 2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024
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Sumber: pmep.lkpp.go.id/itkp.
Adanya tuntutan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada

saat itu untuk meningkatkan level kematangan UKPBJ paling kurang pada level
proaktif menuju level strategis turut mendorong peningkatan standar pelayanan
barang/jasa secara elektronik terlebih melalui e-katalog sehingga pembobotan
e-katalog sebesar 3,92 pada tahun 2024. Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan
(ITKP) akan dinilai berdasarkan perubahan struktur, fungsi, dan tugas
Kementerian, yang dapat berdampak pada proses pengadaan barang/jasa dan
evaluasi ITKP. Dengan adanya Nomenklatur baru menimbulkan ambiguitas dalam
regulasi, kurangnya pedoman yang jelas selama perubahan nomenklatur

menyebabkan keterlambatan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan (Susilo, 2024).
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Adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua
entitas terpisah, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM,
menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan proses e-procurement.
Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek struktural dan administratif, di
Kementerian Koperasi misalnya, perubahan nomenklatur ini memengaruhi
kesiapan dan kompetensi SDM yang selama ini menjalankan sistem pengadaan
barang/jasa secara elektronik. Ketidakjelasan pembagian tugas dan fungsi antar
kementerian yang baru terbentuk menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan
proses e-procurement, Khususnya dalam hal koordinasi, pelaporan, dan
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengadaan.

Pengadaan barang/jasa melalui e-katalog didasarkan pada prinsip
keterbukaan bagi penyedia yang memenuhi persyaratan yang jelas dan transparan,
sehingga mendorong persaingan bisnis yang sehat (Faujianto et al., 2023). Dengan
prinsip ini, setiap penyedia yang memiliki kompetensi memiliki peluang yang sama
dalam mengikuti dan memenangkan proses pengadaan, termasuk para pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, di balik manfaatnya, e-
katalog juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu perbedaannya dengan
marketplace adalah keterbatasan aksesibilitas. Jika di marketplace setiap barang
dapat dengan bebas dipasarkan, maka di e-katalog hanya produk yang telah
melewati proses kurasi ketat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
(LKPP) yang dapat ditampilkan. Selain itu, penyedia barang/jasa dalam e-katalog
harus menandatangani kontrak dengan LKPP, dan hanya produk yang memenuhi
karakteristik serta kebutuhan pemerintah yang akan masuk dalam sistem (Diani &
Lubis, 2022). Akibatnya, tidak semua pelaku UMKM dapat bergabung dalam e-
katalog.

Penelitian yang dilakukan oleh (R. Rahayu & Murtinah, 2022) menjelaskan
terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik sering menghadapi
kendala teknis, seperti gangguan jaringan, pemeliharaan sistem (maintenance), atau
sistem yang mengalami down selama beberapa hari. Kondisi ini dapat

menyebabkan penundaan dalam proses pengadaan dan menghambat akses internet,
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sehingga berdampak pada kelancaran pengadaan secara elektronik, dibawah ini
merupakan contoh pemberitahuan terkait dengan maintenance dan gangguan yang
layanan pada sistem pengadaan barang/jasa.

Gambar 1. 3 Informasi terkait Maintenance dan Gangguan Layanan
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Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dan Agregasi Data Penyedia (ADP) sejak tanggal 7 Februari
2024 pukul 07.30 WIB, mengakibatkan tidak dapat diaksesnya https://sikap. lkpp.go.id. Adapun
ganguan teknis ini berdampak juga pada pengguna sehingga tidak dapat menggunakan fitur-fitur
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1. Login dan reset password Pelaku Usaha pada Aplikasi SPSE;

2, Pengisian data pelaku usaha pada SIKaP;

3. Integrasi/sinkronisasi data pelaku usaha pada Aplikasi SPSE dengan SIKaP;
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Aplikasi SPSE;
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Pengadaan Langung pada SIKaP; dan

Pencarian Pelaku Usaha pada SIKaP.
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dapat dilakukan percobaan secara berkala. Untuk informasi lebih lanjut mengenai gangguan
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perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.
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Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi
penerapan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog di lingkungan Kementerian
Koperasi. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat
dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, sehingga strategi yang
efektif dapat disusun guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem e-katalog.
Sejalan dengan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
peneliti tertarik untuk mengambil judul tesis “Strategi Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik (E-Procurement) Melalui Katalog Elektronik Pada

Kementerian Koperasi”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan ragam permasalahan yang telah dijelaskan dalam uraian

sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan lainnya, antara lain

sebagai berikut:

1.

Jumlah produk tayang e-katalog Kementerian Koperasi masih terbatas
akibat terbatasnya jumlah penyedia yang melakukan penawaran;
Belum tersedianya seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan pada katalog

elektronik Kementerian Koperasi;

. Harga yang tercantum dalam katalog elektronik Kementerian Koperasi

tidak selalu menunjukkan harga yang paling murah;

Rendahnya nilai pembobotan e-Purchasing pada Kementerian Koperasi
disebabkan oleh ketidaktuntasan proses pengadaan barang/jasa melalui
katalog elektronik, termasuk keterlambatan atau kendala dalam proses

penginputan data.

C. Rumusan Permasalahan

1.

Mengapa pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) melalui
katalog elektronik pada Kementerian Koperasi belum optimal?
Bagaimana strategi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-

procurement) melalui katalog elektronik pada Kementerian Koperasi?

D. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengidentifikasi faktor penyebab belum optimalnya pengadaan
barang/jasa secara elektronik (e-procurement) melalui katalog elektronik

pada Kementerian Koperasi.

2. Untuk menyusun strategi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-

procurement) melalui katalog elektronik pada Kementerian Koperasi.
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E. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Praktis:

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi
praktis kepada pimpinan dan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait
pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) melalui katalog
elektronik di Kementerian Koperasi. Rekomendasi yang dihasilkan
diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan guna meningkatkan
efektivitas, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan.

Manfaat bagi Akademisi:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta menjadi
sumber referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan
secara elektronik (e-procurement) melalui katalog elektronik. Dengan
demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan

kebijakan serta perbaikan sistem pengadaan di masa depan.
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BABV
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh yaitu

sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengadaan Barang/Jasa secara
Elektronik (E-Procurement) melalui Katalog Elektronik di Kementerian
Koperasi
a. Faktor Teknologi

Sistem e-katalog telah memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas proses pengadaan. Koneksi sistem
Kemenkop dengan platform nasional LKPP serta dukungan keamanan
informasi melalui ISO 27001 dan fitur audit digital menjadi kekuatan utama.
Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur TI di
beberapa unit kerja, kompleksitas antarmuka sistem yang menyulitkan
pengguna baru, dan kebutuhan penguatan autentikasi data serta enkripsi
untuk mencegah gangguan siber.
b. Faktor Organisasi
Dukungan manajemen puncak dan keberadaan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ) telah memperkuat koordinasi internal dan
implementasi e-procurement. Namun, kesiapan organisasi masih belum
merata. Variasi kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan utama,
terutama terkait literasi digital, beban kerja tinggi, dan rotasi pegawai yang
menyebabkan kurangnya kesinambungan pengetahuan. Selain itu, budaya
kerja birokrasi yang masih konvensional menunjukkan perlunya penguatan
nilai adaptif terhadap inovasi digital.
c. Faktor Lingkungan

Lingkungan eksternal memberikan dukungan signifikan melalui regulasi
seperti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan kebijakan afirmasi UMKM dalam

pengadaan. Namun, perubahan regulasi yang cepat dan variasi kapasitas
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penyedia menjadi hambatan terhadap pemerataan manfaat sistem e-katalog.
Selain itu, tekanan lingkungan dari unit kerja pengguna yang menuntut
kecepatan dan kesesuaian produk juga memerlukan manajemen ekspektasi

yang lebih adaptif dan komunikatif.

2. Strategi Implementasi E-Katalog

Berdasarkan analisis SWOT, strategi implementasi e-katalog di Kementerian

Koperasi berorientasi pada penguatan internal organisasi dan penyesuaian terhadap

dinamika eksternal. Strategi yang dihasilkan meliputi:

a.

Strategi SO  (Strengths—Opportunities): — Memanfaatkan  kekuatan
kelembagaan dan dukungan teknologi untuk menangkap peluang digitalisasi
pengadaan. Strategi ini diwujudkan melalui pengembangan dashboard
monitoring real-time, perluasan onboarding UMKM ke katalog sektoral,
pelatihan tematik digital procurement, serta kampanye internal.

Strategi ST (Strengths—Threats): Menggunakan kekuatan sistem dan
dukungan kebijakan untuk mengatasi ancaman eksternal, seperti risiko
keamanan dan perubahan regulasi. Implementasinya melalui pembentukan
unit manajemen risiko pengadaan, penyusunan rencana kontinjensi, audit
keamanan digital berkala, dan forum sinkronisasi triwulanan dengan LKPP.
Strategi WO (Weaknesses—Opportunities): Berfokus pada peningkatan
kapasitas SDM dan adaptasi organisasi terhadap peluang digitalisasi. Aksi
konkret mencakup pelatihan literasi digital berjenjang, coaching clinic
regulasi bersama LKPP, mentoring pengadaan internal, dan kolaborasi FGD
inovasi katalog sektoral. Strategi ini menjadi yang paling mendesak karena
langsung menjawab akar persoalan utama, yakni kesenjangan kompetensi
SDM dan adaptasi terhadap sistem e-katalog yang dinamis.

Strategi WT (Weaknesses—Threats): Mengantisipasi risiko gabungan dari
kelemahan internal dan ancaman eksternal melalui penyusunan SOP
sederhana, forum komunikasi ekspektasi antarunit kerja, simulasi darurat
pengadaan, serta peningkatan kapasitas infrastruktur TI agar sistem tetap

stabil menghadapi volume transaksi besar.
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Secara keseluruhan, strategi implementasi e-katalog di Kementerian Koperasi
menegaskan pentingnya integrasi antara faktor teknologi, organisasi, dan
lingkungan. Penguatan dimensi organisasi melalui peningkatan kapasitas SDM
menjadi prasyarat utama agar kekuatan teknologi dan dukungan regulatif dapat
dioptimalkan secara berkelanjutan. Strategi WO dinilai paling prioritas karena
bersifat fundamental, operasional, dan memberikan dampak langsung terhadap

peningkatan efektivitas implementasi e-katalog.

B. Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian, Peneliti menyarankan beberapa
perbaikan sebagai berikut:

1. Saran Terkait Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengadaan
Barang/Jasa secara Elektronik (E-Procurement) melalui Katalog Elektronik di
Kementerian Koperasi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan
kerangka Technology—Organization—Environment (TOE), maka saran kebijakan
yang diberikan difokuskan pada upaya perbaikan internal di lingkungan
Kementerian Koperasi, agar pelaksanaan e-procurement melalui e-katalog dapat
berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan sebagai berikut:

a. Faktor Teknologi: diperlukan langkah konkret berupa upgrade infrastruktur
server dan peningkatan kapasitas jaringan internal agar akses sistem e-
katalog dapat berlangsung lebih stabil dan cepat. Pembentukan tim teknis IT
di bawah UKPBJ juga menjadi kebutuhan mendesak agar proses
pemeliharaan dan penanganan gangguan sistem dapat dilakukan secara
responsif.

b. Faktor Organisasi: Pengembangan kapasitas SDM menjadi prioritas melalui
program literasi digital berjenjang, pelatihan tematik, mentoring internal, dan
coaching clinic bersama LKPP. Pelatihan ini perlu difokuskan pada
pemahaman teknis penggunaan e-katalog versi terbaru dan tata kelola

dokumen e-Kontrak. Selain itu, penyusunan Standard Operating Procedure
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(SOP) operasional e-katalog perlu segera dilaksanakan agar seluruh satuan
kerja memiliki panduan yang seragam dan mudah diimplementasikan. Selain
itu, perlu dibangun budaya kerja adaptif melalui mekanisme penghargaan
kinerja bagi pegawai yang berinovasi dalam penggunaan sistem e-katalog.

Faktor Lingkungan: Kementerian Koperasi perlu memperkuat koordinasi
dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
melalui forum sektoral yang dilaksanakan secara berkala. Tujuannya adalah
untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, penyempurnaan fitur sistem, serta
pembaruan data katalog sektoral yang relevan. Kementerian juga perlu
melibatkan pelaku koperasi dan UMKM dalam proses perencanaan katalog
agar produk yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan riil satuan kerja.
Selain itu, peningkatan komunikasi publik melalui publikasi capaian
pengadaan elektronik akan membantu meningkatkan transparansi,
partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan

pemerintah.

2. Saran Terkait Strategi Implementasi

a.

Strategi SO: Kementerian Koperasi perlu segera mengimplementasikan
dashboard monitoring real-time sebagai instrumen pengawasan terintegrasi
yang menampilkan progres transaksi, status kontrak, dan efisiensi waktu
pengadaan. Pelaksanaan pengembangan dashboard ini sebaiknya dilakukan
secara bertahap dalam jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai dari tahap
perancangan sistem oleh tim teknis UKPBJ bersama Biro Perencanaan dan
Pusat Data dan Informasi Kementerian Koperasi. Dashboard tersebut
idealnya diintegrasikan dengan sistem SPSE dan SIRUP melalui mekanisme
Application Programming Interface (API) agar data transaksi e-purchasing
dapat diperbarui secara otomatis tanpa penginputan manual. Penanggung
jawab utama implementasi strategi ini adalah Kepala UKPBJ, dengan
dukungan teknis dari pengembang sistem internal serta supervisi regulatif
dari LKPP. Selain itu, penguatan program onboarding bagi pelaku UMKM

dan koperasi juga perlu dilakukan secara paralel melalui pelatihan dan
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pendampingan teknis setiap semester. Kegiatan ini sebaiknya melibatkan
Dinas Koperasi dan UKM daerah untuk memperluas jangkauan penyedia
potensial yang akan masuk ke dalam e-katalog sektoral Kementerian
Koperasi.

Strategi ST: Untuk mengantisipasi ancaman terhadap keamanan dan
keberlanjutan sistem pengadaan, Kementerian Koperasi perlu melaksanakan
Audit Keamanan Sistem Informasi secara berkala setiap tahun bekerja sama
dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Audit ini mencakup
pemeriksaan keamanan data pengguna, perlindungan jaringan server, serta
pengujian kerentanan sistem (vulnerability testing). Penanggung jawab
pelaksana audit adalah UKPBJ bersama Pusat Data dan Informasi, dengan
hasil audit yang dilaporkan kepada Sekretaris Kementerian sebagai dasar
pengambilan keputusan perbaikan sistem. Selain itu, strategi ini juga perlu
diperkuat dengan penerapan Manajemen Risiko Pengadaan Elektronik yang
mewajibkan setiap satuan kerja menyusun dokumen risk register dan
rencana mitigasi terhadap potensi gangguan sistem. Evaluasi risiko
dilakukan setiap triwulan oleh tim pengendalian internal UKPBJ, sedangkan
notifikasi keamanan berbasis real-time alert system perlu dikembangkan
agar setiap aktivitas mencurigakan dapat segera direspon oleh admin sistem.
Dengan mekanisme tersebut, ancaman eksternal seperti kebocoran data dan
gangguan operasional dapat diminimalkan melalui tata kelola yang lebih
proaktif dan sistematis.

Strategi WO: Untuk mengatasi kelemahan internal, Kementerian Koperasi
perlu memperkuat kapasitas ASN pengadaan melalui program Pelatihan
Literasi Digital ASN Pengadaan yang dirancang dalam bentuk praktik
langsung dengan simulasi transaksi e-purchasing, negosiasi harga, serta
penginputan kontrak elektronik. Program ini sebaiknya diselenggarakan dua
kali dalam setahun oleh UKPBJ bekerja sama dengan LKPP sebagai lembaga
pelatihan resmi dan Biro Kepegawaian sebagai penanggung jawab

pengembangan kompetensi aparatur. Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan
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secara hybrid, memanfaatkan platform e-learning agar efisien dan mudah
diakses oleh seluruh satuan kerja. Di sisi lain, pembentukan tim koordinasi
lintas unit yang terdiri dari UKPBJ, Biro Keuangan, dan Biro Perencanaan
perlu dilakukan secara formal melalui surat keputusan pimpinan untuk
memastikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan. Tim ini
bertugas melakukan validasi data, menyusun laporan mingguan realisasi e-
purchasing, dan menindaklanjuti kendala teknis yang dihadapi satuan kerja
dalam proses pengadaan.

d. Strategi WT: Dalam rangka meminimalkan kelemahan internal dan
menghindari dampak negatif dari ancaman eksternal, Kementerian Koperasi
perlu menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Operasional E-
Katalog yang menjadi pedoman baku pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik di seluruh satuan kerja. Penyusunan SOP ini sebaiknya
dipimpin oleh Kepala UKPBJ dan melibatkan Biro Hukum untuk
memastikan kesesuaian dengan peraturan LKPP serta kebijakan internal
kementerian. Proses penyusunan dapat dilakukan selama dua triwulan
pertama tahun anggaran dan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada seluruh
pejabat pengadaan. Sebagai langkah pendukung, pelaksanaan Simulasi
Darurat Pengadaan perlu dilakukan minimal dua kali dalam setahun untuk
menguji kesiapan sistem dan sumber daya dalam menghadapi potensi
gangguan seperti server down atau keterlambatan pembaruan katalog. Tim
teknis IT bertanggung jawab dalam pelaksanaan simulasi ini dan wajib
membuat laporan evaluasi untuk peningkatan prosedur darurat. Selain itu,
peningkatan kapasitas infrastruktur jaringan harus menjadi prioritas melalui
upgrade server dan penerapan sistem cadangan data (backup server) agar
keberlanjutan operasional e-katalog tetap terjamin.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan strategi, Kemenkop perlu
memperkuat tiga elemen utama, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, dan
koordinasi antarlembaga. Pembentukan tim pengarah lintas bidang

(perencanaan, pengadaan, TI) akan memastikan setiap strategi memiliki
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penanggung jawab dan target capaian yang terukur. Program pelatihan dan
mentoring harus menjadi agenda tetap dalam rencana kerja tahunan, dengan
evaluasi berbasis indikator kinerja. Selain itu, koordinasi rutin dengan LKPP
setiap triwulan diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan
isu teknis secara cepat dan terarah.

. Saran untuk Pembuat Kebijakan, Aparatur Sipil Negara Pengguna E-Katalog,
dan Masyarakat.

a. Bagi pembuat kebijakan, penting untuk memperjelas pedoman
operasional e-katalog melalui pembaruan regulasi teknis yang
menyesuaikan dinamika teknologi. Kebijakan perlu mengatur secara
lebih rinci mengenai mekanisme pembaruan harga, kurasi produk, dan
evaluasi penyedia agar tidak menimbulkan kesenjangan harga
antarplatform.

b. Bagi ASN pengguna e-katalog, peningkatan kompetensi digital perlu
menjadi prioritas. ASN pengadaan harus diberikan pelatihan berbasis
praktik langsung (hands-on training) dan mendapatkan sertifikasi e-
procurement dari LKPP agar memahami prosedur, etika, serta tanggung
jawab hukum dalam proses e-purchasing. Pemahaman menyeluruh
terhadap sistem akan mendorong efisiensi waktu dan mengurangi risiko
kesalahan administratif.

c. Bagi masyarakat, peningkatan literasi publik mengenai sistem
pengadaan elektronik perlu diperkuat. Pemerintah dapat menyediakan
portal informasi publik tentang proses e-katalog yang mudah diakses
masyarakat, termasuk daftar penyedia, harga barang, dan mekanisme
pengawasan publik. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pengadaan pemerintah dan membuka peluang
partisipasi warga, khususnya pelaku usaha lokal dan koperasi, dalam

menyediakan barang/jasa kepada pemerintah.
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4. Saran Terkait Output Penelitian dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menghasilkan pemetaan faktor-faktor yang memengaruhi
adopsi e-katalog melalui kerangka TOE, serta strategi implementasi berbasis
analisis SWOT yang diturunkan menjadi program-program operasional. Hasil
penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Kementerian Koperasi dalam
memperkuat tata kelola pengadaan secara elektronik, khususnya pada e-katalog
sektoral yang melibatkan UMKM. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan
pada lingkup data yang lebih terfokus pada Kementerian Koperasi, sehingga
hasilnya belum sepenuhnya mencerminkan variasi kondisi pada
kementerian/lembaga lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat:

a. Memperluas objek kajian ke kementerian/lembaga lain atau pemerintah
daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai
adopsi e-katalog.

b. Menggunakan pendekatan kuantitatif seperti Structural Equation
Modeling (SEM) atau Partial Least Squares (PLS) guna mengukur
pengaruh empiris faktor TOE terhadap keberhasilan adopsi.

c. Menggunakan metode validasi partisipatif, seperti focus group
discussion (FGD) atau workshop bersama pemangku kepentingan, agar
model strategi yang dihasilkan dapat diuji relevansi dan aplikabilitasnya
di lapangan.

d. Memperdalam aspek spesifik seperti efektivitas afirmasi UMKM dalam
e-katalog atau perbandingan kinerja antara e-katalog sektoral dan
nasional, guna memberikan kontribusi lebih terarah bagi kebijakan.

Dengan pengembangan penelitian selanjutnya, diharapkan model yang

ditawarkan tidak hanya relevan pada Kementerian Koperasi, tetapi juga dapat
menjadi best practice yang dapat direplikasi oleh instansi pemerintah lain dalam

rangka memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa berbasis elektronik.
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